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Abstract 
Oil stealing with illegal tapping, illegal drilling and misusing of fuel subsidy mode had 
often occurred in the period of 2011 until 2015 in Indonesia. Indonesia incurred losses as 
much as ten billions every year. It was important to find out the efforts of Indonesia 
government because in 2011 until 2015, the number of stealing oil not only increased but 
also decreased. This research used qualitative method that tried to explain the efforts of 
Indonesia government. Furthermore, the efforts of Indonesia government were analyzed to 
find out the main factor why oil stealing still happened until present. The Institutional 
liberal theory was used for answering these phenomenon. The result showed that the 
efforts of Indonesia government were not enough. Indonesia government only focused on 
oil stealing and smuggling in domestic area, so it was the reason why oil stealing still 
happened in Indonesia. The international illegal oil trade syndicate that could not handle 
was the main reason related to oil stealing. Therefore, multilateral cooperation called 
institutional or regime cooperation that specifically against the international illegal oil 
trade syndicate was needed. 
 




Indonesia merupakah salah satu negara dengan tingkat pencurian minyak terbesar 
di dunia setelah Nigeria, Meksiko,  Irak, dan Rusia (www.oilprice.com, 2013). Padahal 
kondisi energi minyak di Indonesia terus menurun dan menjadi net-importir. Adanya 
pencurian minyak semakin memperparah keadaan karena memberikan kesan buruk 
terhadap sektor energi. Akibatnya dapat menghambat investor asing yang ingin 
menanamkan modal di Indonesia. Bila diamati pencurian minyak yang terjadi di Indonesia 
memiliki kesamaan dengan sindikat pencurian minyak di Nigeria. Misalnya modus illegal 
tapping yang digunakan, keterlibatan masyarakat dalam proses pencurian, penyulingan 
ilegal, penggunaan senjata oleh kelompok pencurian dan penjualan hasil ke manca negara.  
 Selain itu, pencurian minyak terjadi hampir setiap hari dalam tiga modus yaitu 
illegal tapping, illegal drilling dan penyelewengan BBM bersubsidi.  (1) Modus illegal 
tapping adalah pencurian minyak dengan cara melubangi pipa penyaluran minyak milik 
perusahaan. Selanjutnya minyak tersebut ditampung dalam tempat tertentu seperti mobil 
tangki, kolam penampungan hingga sumur minyak. (2) Modus illegal drilling merupakan 
penambangan ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur 
tanpa izin. Sebenarnya, ketentuan pengelolahan sumur minyak tua ini sudah diatur jelas 
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dalam Perda Kabupaten Musi Banyuasin nomor 26 tahun 2007 tentang  Pemanfaatan 
Sumur Tua dan Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang  Pedoman 
Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua (www.bumn.go.id). Aturan 
tersebut mengatur kategori sumur minyak tua yang diperbolehkan untuk ditambang dengan 
prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaannya dibutuhkan izin dari pemerintah 
dan bekerjasama dengan kontraktor untuk pemberian modal serta penjualan hasil. Jumlah 
sumur minyak tua yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia sebanyak 13.824 sumur. 
(3) Modus penyelewengan BBM bersubsidi atau sering disebut modus “kencing” 
merupakan modus pencurian minyak yang memanfaatkan kelemahan sistem distribusi 
minyak di darat dan laut. Kendaraan mobil atau kapal yang digunakan untuk mengangkut 
BBM  dimodifikasi dengan penambahan ruang supaya minyak yang tersimpan lebih 
banyak. Selanjutnya minyak akan dibawa kepenampungan untuk dijual di dalam atau luar 
negeri.  
Ketiga modus pencurian minyak tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah 
Indonesia terutama Sumatera Selatan dan daerah perbatasan  
(www.tempo.com,14/11/2013). Kerugian yang dirasakan dari pencurian minyak ini sangat 
luar biasa. Dari sisi materil, Indonesia harus mengalami kerugian sekitar Rp. 431 miliar 
dan jumlah tersebut belum termasuk illegal drilling. Ketahanan energi Indonesia juga 
terancam akibat cadangan minyak bumi terus dikeruk oleh penambang liar. Kemudian dari 
sisi lingkungan, pencurian minyak jelas mencemari lingkungan dan kebakaran lebih rentan 
terjadi. Korban dari pencurian minyak ini bukan hanya warga sekitar tetapi generasi 
mendatang serta negara lain. Filipina merasa dirugikan akibat minyak selundupan yang 
masuk ke wilayahnya karena 30% dari total konsumsi berasal dari minyak selundupan dan 
Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor minyak ilegal 
(www.globalnation.inquirer.net, 05/04/2013). 
Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah yang akan diteliti yaitu 
bagaimana upaya Pemerintah Indonesia menangani pencurian minyak  tahun 2011 hingga 
2015 dan mengapa pencurian minyak sulit dihentikan dan terus terulang. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui penanganan pencurian minyak yang dilakukan oleh Indonesia dan 
faktor yang menyebabkan pencurian terus berulang. Dipilihnya jangkauan penelitian 2011 
hingga 2015 karena pencurian minyak terus meningkat tajam dari tahun 2011 hingga 
puncaknya 2013 dengan ditetapkan status darurat oleh PT Pertamina EP. Kemudian, kasus 
pencurian minyak menurun di tahun 2014 tetapi kembali naik tahun 2015.  
Penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusional dan model causal dari 
Donald Cressey. Modal causal menjelaskan sebab munculnya sindikat kejahatan 
terorganisir adalah permintaan dari pasar ilegal. Adanya pasar ilegal juga meninfiltrasi 
moral masyarakat menjadi buruk. Sindikat kejahatan terus bermain di pemerintahan 
sehingga membuat hukum melemah (Klaus Von Lampe, 2011). Teori liberalisme 
institusional mempunyai argumen utama yang berasal dari pemikiran Woodrow Wilson 
bahwa hubungan internasional yang seperti ‘hutan’ dapat dirubah menjadi ‘kebun 
binatang’, dengan kata lain terciptanya hubungan yang lebih damai dan teratur (dalam 
Jackson dan Sorensen, 2014: 192).  Maka kaum liberal institusional percaya institusi yang 
mewadahi kerja sama memberikan absolute gains bagi semua anggotanya (Sorensen, 
2006: 255, Keohane, 1989: 2).  
 
Pembahasan 
Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan BBM Bersubsidi 
Penanganan yang dilakukan pemerintah dibagi menjadi penanganan internal dan 
eksternal. Penanganan internal merupakan usaha menghentikan pencurian minyak oleh 
pemerintah Indonesia di lingkup domestik. Penanganan   pencurian minyak modus illegal 
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tapping  banyak dilakukan  PT Pertamina EP yang berkerjasama dengan TNI AD1 dan 
Kepolisian2. Bentuk penanganan yaitu dengan cara represif, menangkap pelaku pencurian 
minyak untuk diberikan sanksi hukum. Pengawasan ketat dilakukan di sepanjang jalur pipa 
minyak oleh PT Elnusa, Polisi dan TNI. Polisi juga melakukan penyelidikan mendalam 
guna mengumpulkan bukti serta menghentikan jaringan pencurian minyak tersebut. Selain 
itu, penanganan secara persuasif yang melibatkan tokoh-tokoh penting masyarakat yang 
berada di daerah rawan pencurian agar masyarakat sekitar sadar pentingnya menjaga objek 
vital nasional. Selama ini masyarakat justru banyak terlibat dengan aksi pencurian minyak. 
Tindakan persuasif juga dilakukan oleh PT Pertamina EP dengan CSR seperti memberikan 
keahlian budidaya jamur, bantuan kepada PAUD, merenovasi rumah beberapa warga,  
pemberian bibit pohon hingga menjadikan lokasi illegal drilling sebagai Desa Wisata 
Migas 3  (Laporan PT Pertamina EP, 2014 dan Kompas, 2016).  Hasil dari semua 












Sumber: diolah dari laporan PT Pertamina EP, 2014 
Hasilnya illegal tapping dapat ditekan hingga tidak ada sama sekali kasus pencurian dari 
November 2013 hingga November 2014. Padahal di bulan Juli terjadi penetapan status 
darurat oleh Pertamina karena 39% minyak yang dialirkan hilang dicuri (Laporan PT 
Pertamina, 2014).  
Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan non-subsidi yang telah ditetapkan 
oleh Presiden Joko Widodo  pada 31 Desember  2014 (www.iisd.org). Keputusan ini 
diambil untuk mengurangi disparitas harga BBM dengan negara lain agar tingkat 
penyelundupan dapat ditekan. Pengawasan dengan sistem keamanan laut sektoral atau 
multi agency single task yang berarti keamanan laut tanggung jawab banyak sektor. Dalam 
hal penyelundupan minyak sektor yang terlibat antara lain TNI AL, Polri, Direktorat 
                                                          
1 Surat Keputusan nomor: 1487/EP0000/2013-SO dan nomor: KERMA/17/IX/2013 tentang Penyaluran 
Bantuan Corporate Sosial Responsibility dan Pembinaan Teritorial. 
2 Surat Keputusan nomor: 001/EP80000/2013-SO dan nomor: B/10/VI/2013 tentang Pengamanan Jalur Pipa 
Tempino-Plaju selama dua bulan. 
3 Desa Wisata Migas berada di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.  
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Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, kerja 
sama pengamanan laut dengan negara lain juga diwujudkan dalam patroli gabungan. Salah 
satu patroli gabungan yang pernah berkonsentrasi mengatasi penyelundupan minyak tahun 
2001 adalah Patkor Kastima. Saran kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina 
mengatasi penyelundupan minyak juga sempat disampaikan oleh Osmena, Ketua Senat 
Bidang Energi Filipina tetapi rencana ini tidak pernah terealisasi. Berikut ini hasil 





No. Tahun Instansi/Badan Jumlah Uraian 




Jumlah minyak: 1.449 kl dengan jenis minyak 
mentah dan BBM 




Jumlah minyak: 38.130 kl (dari 6 kasus), 
terjadi peningkatan 25 kali lipat dari tahun 
2011.  




Jumlah minyak: 7.235 kl, BPH Migas 
mencatat terjadi 947 penyelundupan minyak di 
laut dan darat. 






Terjadi penyelundupan terbesar sebanyak 
59.888 metrik ton BBM berhasil diselamatkan 
dan 650.000 ton sudah terjual 






Data mengenai jumlah minyak yang 
diselundupkan tahun 2015 tidak diketahui 
  
 
Penindakan penyelundupan minyak masih sangat rendah dibandingkan tingkat pencurian 
minyak. Instansi yang paling rutin menindak adalah bea cukai sedangkan Patkor Kastima 
tidak berhasil menindak sama sekali. 
Dari hasil penindakan menunjukan penurunan jumlah illegal tapping di wilayah 
Sumatera Selatan tahun 2014 tetapi illegal drilling masih tetap berlangsung  dan illegal 
tapping justru menyebar ke wilayah lain seperti Jalur Balongan-Pelumpang di Jawa Barat 
(www.liputan6.com, 09/09/2014). Bisnis ilegal ini sangat sulit dihentikan dan bersifat 
fluktuatif, kadang mereda tapi kembali meningkat. Indikasi keterlibatan sindikat 
perdagangan minyak ilegal internasional sangatlah kuat. Hal ini sering dibuktikan dari 
penangkapan warga negara asing dalam penyelundupan minyak di laut dengan modus ship 
to ship4.  
 
Persebaran Minyak Ilegal 
Minyak hasil pencurian dijual hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, 
Filipina, Korea Selatan, China, Thailand dan Timor Leste. Selain itu, Indonesia juga 
menjadi destinasi minyak ilegal dari Nigeria dan dijadikan tempat money laundering 
(Christina Katsouris dan Aaron Sayne, 2013: 4). Berikut data penyelundupan minyak yang 
berhasil ditindak aparat kemanan (lihat tabel 2). 
 
                                                          
4 modus penyelundupan  minyak dengan cara mentransfer minyak dari satu kapal ke kapal lainnya di tengah 
laut. 
Sumber: diolah dari Munaf, 2014: 281-284, Warta Bea Cukai, vol 48 no. 1, 2016: 13, https://www.gatra.com, 
08/09/2016, http://perpustakaan.bappenas.go.id, www.bakamla.go.id., http://jakartagreater.com, 04/06/2014, 
http://ekonomi.metrotvnews.com, 20/10/2016, https://m.tempo.co, 06/12/2014 
Tabel 1 








Tahun Jumlah Tujuan Volume Nominal 
(Rp) 
2011 368 Malaysia, Timor Leste 9.597,47 barel   7,9 miliar 
2012 372 Malaysia, China, Singapura, Timor 
Leste 
24.029.39 barel   207,33 miliar 
2013 373 Malaysia, Korea Selatan, Timor 
Leste, Singapura 
92.930,82 barel   94, 47 miliar 
2014 383 Singapura, Timor Leste, Malaysia 4.470.742, 14 
barel  
 477 miliar 




Bila dibandingkan antara jumlah minyak yang dicuri dengan diselundupkan dalam kurun 
waktu 2011 hingga 2013 maka dari 14.481.928 barel minyak tercuri hanya 126.558 barel 
atau 0,9 % yang diselundupkan. Padahal perhitungan jumlah minyak yang dicuri tidak 
termasuk illegal drilling, hanya dari illegal tapping dan penyelewengan BBM bersubsidi 
saja. Hasil tersebut hanyalah gambaran karena diyakini banyak penyelundupan minyak 
yang tidak diketahui.  
Menurut Dirjen Bea Cukai, Agung Kuswandono, bahwa penyelundupan minyak 
paling sering dikirim ke Malaysia (www.regional.indopetronews.com, 30/08/2013). 
Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan 
menyatakan penyelundupan BBM bersubsidi marak terjadi di perbatasan Malaysia, Timor 
Leste dan Filipina (www.tempo.co.id, 05/06/2014).  Pernyataan tersebut didukung data 
presentase dari BPH Migas yang menunjukan dari 947 kasus penyelewengan BBM 
bersubsidi di tahun 2013, 41,82 % berasal dari Pulau Sumatera, 39,18 % Kalimantan dan 
2,19 % Sulawesi (www.tempo.co.id, 24/06/2014). Kedua pendapat tersebut saling 
melengkapi fakta penyelundupan minyak di Indonesia.  
 Dalam kurun waktu 2011-2015 pencurian minyak di daerah perbatasan hampir 
setiap hari terjadi. Sebagai contoh adalah penyelundupan BBM ke Timor Leste yang setiap 
hari dikirim ke perbatasan tetapi jumlah yang diselundupkan tidak terlalu besar 
dibandingkan Malaysia dan Singapura. Penyelundupan minyak kedua negara tersebut 
dijadikan bisnis bagi sindikat perdagangan minyak ilegal. Malaysia memiliki tingkat 
subsidi BBM yang tinggi sama seperti Indonesia. Oleh karena itu, Malaysia juga korban 
pencurian minyak dengan penyelundupan minyak ke beberapa negara seperti Thailand dan 
Filipina. Kemudian Singapura juga memiliki peran dalam perdagangan minyak ilegal. 
Negara ini tercatat sebagai konsumen terbesar dari minyak mentah ilegal Nigeria 
(www.bbc.com, 23/09/2012). Minyak mentah tersebut akan disuling dan kembali dijual ke 
negara lain seperti Indonesia (Seputar Indonesia, 2014). Sehingga, minyak ilegal dari 
Indonesia tidak berhenti di negara tersebut.  
 China dan Korea Selatan adalah negara terjauh yang diketahui memesan minyak 
ilegal dari Indonesia. Kasus penyelundupan diketahui di lokasi sama di Pelabuhan Peti 
Kemas Boom Baru Palembang tapi waktu berbeda. Minyak tersebut dikemas dalam 
Kontainer yang akan dikirim ke pelabuhan negara China dan Korea Selatan. Modus ini 
Tabel 2 
Penyelundupan Minyak Ilegal Tahun 2011-2015 
Sumber: diolah dari  www.tempo.co.id, 20/06/2014, www.tempo.co.id, 20/05/2014, www.cnnindonesia.com, 
23/12/2014,,www. jakartagreater.com,  4/06/ 2014, http://m.batamtoday.com, 08/05/2013, 




tergolong berani karena melalui bea cukai  masing-masing negara. Kasus ini semakin 
memperkuat dugaan keterlibatan sindikat (www.tempo.co.id, 2012 dan 
www.sriwijayapost.com, 2013). 
 
Analisis Penanganan Pencurian Minyak dengan  Teori Liberalisme Institusional dan 
Model Causal 
 Pencurian minyak memang pantas disebut sebagai trans-border economic crime. 
Kejahatan ini memiliki keuntungan besar dan tidak pernah sepi permintaan sehingga 
membuat para pelaku sulit meninggalkannya. Donald Cressey menjelaskan dalam model 
causal bahwa permintaan barang dan jasa ilegal mendorong terbentuknya sindikat 




Sindikat kejahatan yang menjalankan pencurian minyak di Indonesia berprilaku sesuai 
kebutuhan bisnis ilegal. Adanya dinamika pasar, keuntungan, persaingan dan resiko 
mempengaruhi pola pikir kelompok (Williams dan Godson dalam Ve Ly, 2012: 124). 
Keuntungan yang diperoleh oleh kelompok pencurian mencapai ratusan juta dalam sebulan. 
Hasil tersebut menarik perhatian masyarakat untuk turut serta dalam bisnis ilegal ini. 
Masyarakat yang terlibat dalam illegal drilling mencapai ribuan orang contohnya di 
wilayah Kab. Banyuasin jumlah pelaku sebesar 3.350 orang (www.tempo.co.id, 
15/10.2012). Besarnya permintaan pasar tapi cadangan minyak di sumur tua yang menurun 
membuat sindikat kejahatan mengembangkan pola kejahatan menjadi illegal tapping dan 
penyelewengan BBM bersubsidi. Tak jarang modus ini melibatkan banyak warga sekitar 
untuk menampung minyak dari pipa yang sudah dilubangi.  Menurut Cressey moral 
masyarakat menjadi buruk akibat sindikat kejahatan menginfiltrasikan hal negatif.  
Sindikat kejahatan juga menyuap oknum-oknum pemerintahan dan oknum pekerja 
perusahaan minyak, sehingga  tindakan ini seolah kebal hukum. 
                                                          
5 Tanda (+) menunjukan menunjukan hasil dari tindakan satu variabel terhadap lainya dan (-) menjelaskan 




 Pasar minyak ilegal menjadi penyebab utama maraknya pencurian minyak di 
seluruh dunia. Jika ingin pencurian minyak berhenti maka permintaan dari konsumen 
minyak ilegal harus ditekan jumlahnya. Tetapi penanganan dari negara-negara termasuk 
Indonesia hanya sebatas wilayah yurisdiksinya saja. Hal ini membuat pasar minyak ilegal 
terus berkembang tanpa ada campur tangan pihak lain ‘invisible hand’. Kaum liberal 
institusional percaya bahwa pasar harus diatur melalui institusi yang demokratis. Dalam 
konteks pasar minyak ilegal bila ditangani oleh suatu instansi maka lambat laun 
permintaan barang ilegal dapat ditekan. Pengendalian pasar ilegal oleh institusi merupakan 
pekerjaan besar bagi negara-negara. 
 Kerja sama menjadi salah satu cara menghentikan perdagangan minyak ilegal. 
Indonesia pernah melakukan kerja sama dengan Malaysia terkait penyelundupan minyak 
melalui Patkor Kastima tahun 2011. Namun kerja sama tersebut tidak dilanjutkan kembali. 
Kegagalan sudah bisa diprediksi oleh kaum liberal institusional karena kerja sama yang 
baik harus memiliki kekhususan sedangkan Patkor Kastima dibentuk untuk mencegah 
penyelundupan segala barang. Selain itu, kaum liberal institusional percaya anarki dimiliki 
semua negara sehingga kerja sama bilateral akan lebih sulit bertahan karena sulit membagi 
keuntungan atau bersifat relative gains.  
 Liberal institusional memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi banyak 
negara dengan cara kerja sama multilateral melalui institusi atau membentuk rezim. Bagi 
kaum liberal institusional kerja sama tersebut mampu memberikan absolute gains. Dalam 
permasalahan perdagangan minyak ilegal internasional, negara anggota dapat merasakan 
keuntungan pasti seperti (1) akan terciptanya aturan dan mekanisme  penanganan yang 
lebih jelas, (2) memberi fasilitas pertukaran informasi mengenai jaringan kelompok 
kejahatan terorganisir minyak ilegal di setiap negara, (3) mampu menciptakan kegiatan 
bermanfaat seperti patroli bersama sehingga negara-negara saling membantu dan menutupi 
kelemahan satu sama lain, (4) terciptanya koalisi yang baik, rasa kepercayaan dan 
komitmen tinggi (Sorensen, 2006: 255).  
 Untuk mencapai kerja sama tersebut memang tidak mudah dan membutuhkan 
langkah awal. Cara pandang setiap negara mengenai permasalahan tersebut harus 
disamakan. Apakah pencurian minyak digolongkan dalam low politics atau high politics. 
Kaum liberal institusional tidak pernah mempersalahkan tetapi banyak negara seperti 
Pemerintah Indonesia memandang pencurian minyak sebagai low politics yang 
menganggap tidak perlu dilakukan kerja sama. Terbukti pada tahun 2013, terdapat usulan 
dari Osmena, Ketua Senat Bidang Energi Filipina yang mengajak Indonesia dan Malaysia 
untuk membentuk tim monitor di ASEAN untuk mengamati pergerakan kapal tankers 
(www.globalnation.inquirer.net, 05/04/3013). Namun, usulan tersebut tidak direalisasikan 
hingga saat ini. Kaum liberal menduga kegagalan tersebut didasarkan perbedaan 
pandangan antara Malaysia, Indonesia dan Filipina.  
 Kerja sama akan sulit tercipta bila tidak ada komitmen atau kesamaan pandangan 
anggota. Langkah awal yang dapat dilakukan Indonesia adalah menjadi pionir dalam 
mengkampanyekan pentingnya mengatasi perdagangan minyak ilegal melalui kerja sama  
internasional sehingga permintaan barang ilegal dapat berkurang. Kaum liberal 
institusional mengakui adanya aktor seperti NGO, MNC, kelompok kepentingan dan 
masyarakat internasional yang mampu mempengaruhi kebijakan negara (Jemadu, 2008: 
14). Perusahaan-perusahaan minyak selaku kelompok kepentingan yang merasa dirugikan 
akibat pencurian minyak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun,  peran 
negara-lah yang paling dibutuhkan karena dianggap mampu oleh kaum liberal institusional 






Penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih condong kearah domestik 
dari pada internal. Penanganan yang baik seharusnya tetap menyeimbangkan keduanya 
karena pencurian minyak tergolong sebagai trans-border economic crime. Selain itu, 
keterlibatan sindikat perdagangan minyak ilegal internasional membuat hasil curian di jual 
ke manca negara. Permintaan minyak ilegal akan menciptakan sindikat kejahatan yang 
mengorganisir serta melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya. Akhirnya pencurian 
minyak menjadi sulit dihentikan dan terus berulang.  
Penggunaan model causal dari Donald Cressey mempertegas bahwa penyebab 
pencurian minyak semakin berkembang adalah permintaan dari pasar ilegal. Adanya 
keuntungan yang ditawarkan dari pasar ilegal membuat sindikat kejahatan terus mencari 
cara agar bisnis ilegal ini terus berlangsung. Masyarakat sekitar akhirnya terpengaruh 
sehingga moral mereka menjadi buruk dan oknum pemerintahan justru melindungi 
sindikat kejahatan karena diuntungkan.  
Permasalahan pencurian minyak tidak sekedar dirasakan oleh Indonesia saja tetapi 
banyak negara. Keterhubungan sindikat kejahatan antara negara ekpor dan impor minyak 
ilegal sudah nyata. Teori liberal institusional memberikan saran untuk mendirikan kerja 
sama multilateral untuk menghentikan perdagangan minyak ilegal. Kerja sama dalam 
institusi atau rezim menjadi opsi terbaik karena memberikan absolute gains kepada negara 
anggota seperti   (1) akan terciptanya aturan dan mekanisme  penanganan yang lebih jelas, 
(2) memberi fasilitas pertukaran informasi mengenai jaringan kelompok kejahatan 
terorganisir minyak ilegal di setiap negara, (3) mampu menciptakan kegiatan bermanfaat 
seperti patroli bersama sehingga negara-negara saling membantu dan menutupi kelemahan 
satu sama lain, (4) terciptanya koalisi yang baik, rasa kepercayaan dan komitmen tinggi 
(Sorensen, 2006: 255). Sebelumnya negara-negara harus memiliki padangan yang sama 
mengenai bahaya pencurian minyak. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila terdapat pionir 
yang mengkampanyekan pentingnya penanganan perdagangan minyak ilegal internasional. 
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